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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

bahwa guna tertib pengelolaan keuangan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah |dr.
Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, maka perlu
merubah Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pengelolaan
Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 T
2018 tentang Pengelolaan Investasi Pada Badan Lay
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soed
Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Ten
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingku
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indon
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir den
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peneta
peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dal
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dagrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dis¢ase
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasipnal
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peratu
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disedse
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor|11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tent
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43503)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeri
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perat
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelol
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor |25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia
Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indongsia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negdra
Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembarnan
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risjko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor [5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Investasi
Pemerintah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008
tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); ﬁaf
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonaggiri
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2016 tentang|Pola
Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 29);

Keputusan Bupati Nomor 313 Tahun 2010 Tentang Penetapan
Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran
Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

KABUPATEN WONOGIRI.




Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 tenta

g

Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umyum

Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daer
Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 93) diubah sebagai berikut :

. Ketentuan Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB 111
PROSEDUR INVESTASI JANGKA PENDEK BLUD RSUD

Pasal 5

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanal
dengan melalui tahapan sebagai berikut :
a. usulan investasi jangka pendek; dan
b. pelaksanaan/ realisasi investasi jangka pendek.

ah

(2) Usulan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diajukan oleh Kepala Bagian Keuangan kepada Pemimpin BLUD RSUD

melalui Pejabat Keuangan.

(3) Pemimpin BLUD RSUD melaksanakan investasi jangka pendek dan

melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas
. Ketentuan Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
HASIL INVESTASI JANGKA PENDEK BLUD RSUD

Pasal 6

(1) Hasil Investasi jangka pendek BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD

RSUD

(2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan

RBA BLUD RSUD.
(3) Pada akhir tahun semua investasi jangka pendek untuk dicairkan
Rekening Kas BLUD.
. Ketentuan Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Terhadap pelaksanaan investasi jangka pendek BLUD RSUD dilakuk
pemantauan dan evaluasi secara berkala.

ke

an




(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan unt

uk

mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi

jangka pendek.
Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI WONOGIRI

Ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

Pada Tanggal 11 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 30

[ KUSWITANTI, S.H, M.Hum.

,; NIP. 19740919 199903 2 007
Po) <

NoG\




